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LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG 
OLEH HAWASBID PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN III TAHUN 2022 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ADMINISTRASI UMUM, MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK 
 

No. Temuan/Kondisi Kriteria Rekomendasi 

Tindak Lanjut 
Sudah 

Ditindak 
lanjuti 

Sedang 
Proses 

Belum 
Ditindak 
lanjuti 

Penjelasan 

A. TEKNOLOGI INFORMASI / SIPP 

1. Dokumen BAS belum diunggah 
di SIPP sebanyak 7 perkara 
(267G, 269G, 273G, 286G, 
285G, 205P dan 209P) 

Surat Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Agama Nomor 
0424/DjA/HM.00/II/2019 Tgl. 
11-02-2019 perihal Penerapan 
Administrasi Register Perkara 
dan Keuangan Perkara 
Secara Elektronik pada 
Peradilan Agama 

Segera melengkapi 
dokumen tersebut 

√   Sudah ditindaklanjuti, 
dengan mengupload 
dokumen BAS 

B. PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDSOS 

1 Satpam yang ada di website 
belum diperbarui 

Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan 
Publik. 
Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perbaikan dan 
Peningkatan Mutu Pelayanan 
Aparatur Pemerintah Kepada 
Masyarakat 

Segera perbaiki √   Sudah ditindaklanjuti 
dengan memperbaiki 
data PPNPN 
(satpam) di website 

2. Inovasi PA Sijunjung belum 
dimasukan dalam layanan di 
SIPPN Menpan RB 

Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan 
Publik. 
Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perbaikan dan 
Peningkatan Mutu Pelayanan 
Aparatur Pemerintah Kepada 
Masyarakat 

Segera perbaiki √   Sudah ditindaklanjuti 
dengan mengupadate 
SIPP Menpan 



3. Berita PA Sijunjung di SIPP 
Menpan-RB tidak diupdate. 
Terakhir diupload tanggal 9 
September 2022 

Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan 
Publik. 
Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perbaikan dan 
Peningkatan Mutu Pelayanan 
Aparatur Pemerintah Kepada 
Masyarakat 

Segera tindaklanjuti 
temuan tersebut 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan mengupdate 
berita di SIPPmenpan 

4. LHKPN yang diupload di 
website baru berupa bukti 
kirim/tanda terima. Seharusnya 
yang dipublikasikan adalah 
pengumumannya 

Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan 
Publik. 
Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perbaikan dan 
Peningkatan Mutu Pelayanan 
Aparatur Pemerintah Kepada 
Masyarakat 

Segera tindaklanjuti 
temuan tersebut 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan memperbarui 
pengumuman LHKPN 

5. Terdapat pegawai yang sudah 
mutasi namun data LHKPNnya 
belum diperbarui 

Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan 
Publik. 
Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perbaikan dan 
Peningkatan Mutu Pelayanan 
Aparatur Pemerintah Kepada 
Masyarakat 

Segera tindaklanjuti 
temuan tersebut 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan memperbarui 
data LHKPN 

6. Belum terdapat video  prosedur 
pengajuan perkara bagi tuna 
rungu dengan bahasa isyarat 

Peraturan Pemerintah Nomor 
39 Tahun 2020 tentang 
Akomodasi yang Layak bagi 
Penyandang Disabilitas dalam 
Proses Peradilan dan Surat 
Keputusan Dirjen Badilag 
Nomor 206/DJA/SK/I/2021 
tentang Standar Pelayanan 
bagi Penyandang Disabilitas di 
Lingkungan Peradilan Agama, 

Segera tindaklanjuti 
temuan tersebut 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan menyediakan 
link video prosedur 
pengajuan perkara 
bagi tuna rungu 



maka pengadilan wajib 
memberikan akomodasi yang 
layak bagi penyandang 
disabilitas 

 ADMINISTRASI UMUM 

C KEPEGAWAIAN 

1 Mapping keterampilan pegawai 
belum mempertimbangkan 
keadaan kantor. Seharusnya 
dipetakan ketrampilan apa saja 
yang dibutuhkan, kemudian 
dilihat apakah ketrampilan 
tersebut sudah dimiliki oleh para 
pegawai. Jika belum, maka 
perlu dianalisis cara 
mengatasinya, apakah dengan 
pengajuan diklat atau cara lain. 
Jika memungkinkan, dipetakan 
juga ketrampilan apa yang 
sudah dimiliki para pegawai 
sehingga ketrampilan tersebut 
dapat dikembangkan 
kompetensinya baik oleh yang 
bersangkutan maupun 
dikembangkan kepada pegawai 
lain 

Undang-undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan  

Segera tindaklanjuti 
temuan tersebut 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan membentuk 
melakukan pemetaan 
pegawai 

D MANAJEMEN PERADILAN & PELAYANAN PUBLIK 
 

1. Terdapat SK yang tidak 
menjelaskan uraian tugas, 
kewajiban atau tanggung jawab 
sesuai isi SK. Misalnya pada 
SK-SK berikut: 
a. SK Nomor W3-

A10/1305.a/HM.02.3/SK/8/20
22 tanggal 1 Agustus 2022 
tentang Penunjukan Tim 
Pengelola Inovasi; 

b. SK Nomor W3-A10/1304.a/ 

Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, 
Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
Undangan, Perpres Nomor 87 

Dilakukan perbaikan 
SK dengan 
pencantuman uraian 
tugas pada setiap 
penunjukan tim 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan memperbaiki 
SK 



HK.05/SK/8/2022 tanggal 1 
Agustus 2022 tentang 
Penunjukan Tim Pengelola 
Keuangan Perkara; 
 

Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 

2 Terdapat pertanyaan di google 
yang belum dijawab dan ulasan 
yang belum diberikan apresiasi 

Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama MA RI 
Nomor: 
1812/DJA/HM.00/6/2021, 
tentang Peningkatan Kualitas 
Pelayanan 

Dibuatkan SK 
tentang pengelola 
berbagai akun media 
sosial agar 
pemberian layanan 
kepada masyarakat 
lebih maksimal 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan menjawab 
ulasan di google. 

3 Satpam sering tidak berada di 
pos satpam selama jam kerja 

Surat Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Agama Nomor : 
3969/DjA/HM.00/09/2022, 
tanggal 26 September 2022, 
perihal "Temuan Hasil 
Inspeksi Mendadak 

Satpam yang 
bertugas jaga 
memberhentikan 
pihak berperkara 
yang masuk dengan 
memberikan kode 
untuk perlahan-lahan 
saat ada pihak yang 
akan memasuki PA 
Sijunjung. Setelah 
para pihak berhenti, 
ditanyakan 
keperluannya dan 
diberikan kalung 
sesuai dengan 
kepentingannya. Jika 
memungkinkan, akan 
lebih baik jika dibuat 
portal di pintu masuk, 
dan pintu keluar 
ditutup untuk 
memudahkan para 
pihak menerima/ 
menyerahkan kalung 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan briefing 
satpam dan 
menerapkan 
pemasangan kalung 
identitas di pos 
satpam. 

4 Tidak ada survei kepuasan 
petugas Posbakum 

Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama MA RI 
Nomor: 
1812/DJA/HM.00/6/2021, 

Dibuatkan menu 
survei kepuasan 
petugas posbakum 
pada aplikasi yang 

√   Sudah ditindaklanjuti 
dengan menyediakan 
data petugas 
posbakum pada 



tanggal 09 Juni 2021, tentang 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan 

5 Terjadi pergantian petugas 
PTSP karena adanya latsar 
CPNS, namun tidak ada SK 
yang menunjukkan pergantian 
petugas PTSP 
(sementara/permanen) 

Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama MA RI 
Nomor: 
1812/DJA/HM.00/6/2021, 
tanggal 09 Juni 2021, tentang 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan 

6. Terdapat pegawai yang 
menggunakan sandal saat apel 
dan rapat 

Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor
21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dan Buku
tatalaksana
Peradilan 

 

tanggal 09 Juni 2021, tentang 
Peningkatan Kualitas 

 

sudah ada 

Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama MA RI 

1812/DJA/HM.00/6/2021, 
tanggal 09 Juni 2021, tentang 
Peningkatan Kualitas 

 

Segera dibuatkan SK 
jika ada pergantian 
petugas PTSP dan 
disampaikan kepada 
Tim IT agar survei 
petugas layanan 
PTSP disesuaikan 
dengan yang 
bertugas karena 
nanti akan berkaitan 
dengan reward dan 
punishment 

√  

Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 
21 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dan Buku IV tentang 
tatalaksana Pengawasan 

Ketua Pengadilan 
Agama melakukan 
pembinaan saat apel 
agar seluruh hakim, 
pegawai dan PPNPN 
menggunakan sepatu 
saat apel, rapat dan 
kegiatan kantor lain 

√  

Muaro Sijunjung, 5 Oktober
Ketua, 
 
 
 
 
 

menu survei 
kepuasan layanan 
PTSP 

  Sudah ditindaklanjuti 
dengan 
memperhatikan 
temuan ini untuk ke 
depannya yaitu 
membuat SK baru 
apabila terjadi 
pergantian petugas 
tersebut.  
Pergantian petugas 
PTSP sebelumnya 
bersifat tentatif dan 
dilaksanakan 
berdasarkan hasil 
rapat pimpinan. 

  Sudah ditindaklanjuti 
dengan 
melaksanakan 
pembinaan pada saat 
apel dan rapat serta 
pembinaan khusus 
oleh atasan ybs. 

5 Oktober 2022 



EVIDEN/BUKTI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN HAWASBID PA SIJUNJUNG 
BIDANG TI, WEB&MEDSOS DAN AMINISTRASI UMUM 

TRIWULAN III TAHUN 2022 
 
A.1 Dokumen BASS di SIPP sudah dilengkapi seluruhnya 
 

 
 
 
 
B.1 Update data Satpam di website 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
B.3 Inovasi dan Berita PA Sijunjung di SIPP Menpan-RB sudah diupdate 
 

 
 

B.4 LHKPN yang diupload di website baru berupa bukti kirim/tanda terima (2 orang), 
sudah dipublikasikan pengumumannya 
 

 

 
 
 
 



 
 
B.5 Pegawai yang sudah mutasi, data LHKPNnya sudah diperbarui 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B.6 Video prosedur pengajuan perkara bagi tuna rungu dengan bahasa isyarat 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C.1 Mapping keterampilan pegawai mempertimbangkan keadaan kantor 
 

 
 
 
 
 
 



EVIDEN/BUKTI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN HAWASBID 
BIDANG MANAJEMEN PERADILAN & PELAYANAN PUBLIK 

TRIWULAN III TAHUN 2022 
 
 

1. Perbaikan SK-SK dengan menjelaskan uraian tugas tanggung jawab tim 
 

 



 

 
 
 



2. Ulasan pada akun google Pengadilan Agama Sijunjung sudah dijawab 
 

 

 

 
 



3. Pemberian kalung identitas pengunjung pada gerbang masuk oleh satpam 
 

 
Briefing petugas ttg pelayanan pengunjung 

 

 
 
 
 



4. Pembuatan menu survey kepuasan layanan dengan objek petugas 
Posbakum pada aplikasi yang sudah ada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Pembinaan terus menerus tentang kedisiplinan, kerapian dan kelengkapan 
seragam pegawai pada saat rapat dan apel senin pagi maupun briefing 
 

 
 

 






































